QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 52 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : o bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Dacrah, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu
Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil merupakan jehis Retribusi
Daerah yang - pungutannya  menjadi - kewenangari  Pémerintah

Kabupaten / Kota:

b. bahwa schubungan dengan hal tersebut dan untuk Kelancaran
peityelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang memerlukan
Pembiayaan, perlu menctapkan Retribusi Penggaﬁ!!slﬂvBiaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil sebagdi salah satu

sumber Pendapatan Asli Daerah:

o

bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam euaty Qanun.

Mengingat : | Undang-undang Nomor | Tahun 1974 tentanz  Pgkok=pokok
Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nam#ar , Tambahan

Lembaran Negara Nomor 301Y);

(S

U"dang-undang Nomior 8 Tahun 'S%i tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 198 Nomor 76 Tambahan

Lembaran Negara Nomor Ja9);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahyn 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembafaft Negara Tahun 1997 Nomor 41.
Tanibahan Lembaran Negard Nomor 36§5);

4. Undatig-undang Noli2r 23 tahuri 1999 saiang Pemerintahnan
Daerah (Lembarari NEEAF Tahun 1999 Nemer 60 Tambahan
Lembaran Negara Ngor §§39),

L/
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5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang - Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang—und;mg Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor [72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3893):

7, Undang~undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kal;upaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897),

8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undzmg-und;mg nomor 48 ‘Tahun 1999 tentang  I'¢émbentukan
Kabupaten Bireuen dan’ Kabupaten Simeulue (Lembdran Negara

Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 lentang Perubalian Atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajik Daerah dan
Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

i0. Undang-undang Nomor |8 Tahun 2001 tentang Ctotiomi Khusus
Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai P{ovins: Nanggroe
Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

[ Peraturan Pemerintah Nontisr 27 Taltin 1983 tentang pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 it 981 tentang  Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3258);

t

-Peraturan pemerintah - Nomor 31 Tahun [998 teflaig Penyerahan
Sebagian  Urusan Pemerintahan  dj Bidang‘ Penyﬁ!ehggaraan

Pendaftaran  Pendidiik i(epada Daerah (Leffibarag Negara Tahun
1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742,

/
13 Peraturan... (Af/

/
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200] tentang  Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4139);

14. Keputusan  Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan

Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

I5.Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 4  Tahun 1997
lentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Daerah;

16. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984
tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

17.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang

Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah,;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang

Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang
Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat 1 dan
Daerah Tingkat II;

20.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50
Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Dacrah Kabupaten/Kota;

21.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum

Daerah;

22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang

Bentuk Produk-produk Hukum Daerah:

23 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang

Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah,

24 Keputusan... /f
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24.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang

Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

25 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002

tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG RETRIBUSI
PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
(KTP) DAN AKTE CATATAN SIPIL.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

I

2.

Daerah adalah Kabupaten Bireuen;

Pemerintah Dacrah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah
Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah; '

Bupati adalah Bupati Bireuen; _

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bireuen;

Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi  Perseroan
Terbatas, Perscroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik  Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun,
Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau
Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap
serta bentuk badan usaha lainnya;

Penduduk adalah sctiap orang | baik Warga Negara Indonesia maupun
Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap dalam Wilayah

Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan

8. Kartu ... /;%
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8 Kartu Tandu Penduduk yang selanjutnya dapat disingkat K'T'P,adalah
Kartu sehagar tanda buku (legitimast) bagi setiap  Penduduk  baik

Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing,

9. Akte Catatan Sipil adalah Akte Kelahiran | Akle Perkawinan , Akte
Perceraian . Akte Pengesahan, dan Pengakuan Anak, Akte Ganti nama
bagi Warga Negara Asing, Akte Kematian dan Akte Pengangkatan
Anak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dacrah.;

L0 Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jusa yang discdiakan atau
diberikan oleh Pemerintah Dacrah untuk tujuan  kepentingan dan

kemantaatan omam serta dapat dinikmati oleh orang, pribadi atau badan;

PERetrbust penggantian Braya Cetak Kartu tanda Penduduk dan Akle
Catatan sipil yang, selamutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas
penggantian biaya cetak K'TP dan atau akte Catatan Sipil yang khusus
disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Dacrah  untuk

Kepentingan orang pribadi atau badan:

[2.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk

melakukan pembayaran Retribusi :

I3.Masa retribusi adalah suatu Jangka wakti tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pencetakan

KTP dan atau penerbitan akle catatan sipil ;

14 Surat Pendaliaran Objek Retribusi Dacrah yang sclanjutnya dapat
disingkat - SPAORD adalah sural yang dipergunakan  oleh Wajib
Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan wajib retribusi
sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang
menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Dacrah;

IS.Surat Ketetapan Retribusi Dacrah, yang selanjulnya disingkal SKRD

sural ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribysi yang

terutang;

16.Pemeriksaan. .. M
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16. Pemeriksaan adalah  serangkaian Kegiatan — unquk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam
rangka  pengawasan kepatuhan  pemenuhan kewajiban  retribusi

berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Dacrah ;

I7.Penyidikan  tindak pidana di - bidang retribus;i adalah  serangkaian
tindakan yang dilakukan olch Penyidik Pegawai Negeri sipil yang
selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukij ity membuat terang tindak pidana di bidang retribus;

yang terjadi serty menemukan tersangkanya,

BAB 11
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribus; penggantian Biaya Cetak Karty Tanda Penduduk
dan Akte Catatan sipil_dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak
KTP dan Akte Catatan Sipil.
Pasal 3
Objek Retribusi meliputi pencetakan -
I. KTP;
Akte Kelahiran:

to

Akte Perkawinan:

|9}

Akte Perceraian:

e

Akte Pengesahan dan Pengakuan Anak;
Akte ganti Nama bagi Warga Negara asing;
Akte Kematian:

® N

AKklte pengangkatan anak;

o

Salinan akta;

10. Akta Kutipan kedua
Pasal 4

Subjek retribusi adalaly orang pribadi atau badan yang memperolch jasa

‘percetakan K'TP dan atau Akte Catatan Sipil.

BAB ... .77
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BAB 111
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal §
Retribusi penggantian Biaya cetak Kartu tanda Penduduk dan Akte Catatan
Sipil digolongkan sebagai Retribusi jasa umum,
BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan Jumlah KTP dan atau Akte
Catatan Sipil yang dicelak

™

BAB YV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran penclapan tarif retribusi adalah untuk men

gganti
biaya cetak KTP dan atau Akte Catatan sipil A

(2) Biaya cetak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah biaya cetak

oer satuan - KTP dan atau Akfe Catatan Sipil yang dibayar oleh

Pemerintah Dacrah kepada percetakan.

BAB V]
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Struktur tarif"digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

(2) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut -
a. Penggantian biaya cetak KTP

Rp. 2.500,-
b. Penggantian biaya cetak Akte Catatan Sipil :

1. Akte ... /A?/
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I Akte Kelahiran Rp. 8.000,-

2 Akte Perkawinan Rp. 25.000,-
3. Akte Perceraian Rp. 75.000,-
4. Akte Pengesahan dan Pengakuan Anak Rp. 50.000,-
5. Akte Ganti Nama bagi Warga Negara Asing Rp 50.000,-
6. Akte Kematian Rp. 5.000,-
7. Akte pengangkatan anak ' Rp. 25.000,-
8. Salinan Akta Rp. 10.000,-
9. Salinan Kutipan Kedua Rp. 10.000,-
BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut dr Wilayah Daerah tempat pelayanan

cetak KTP dan atau Akte Catatan Sipil diberikan

BAB VI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI
Pasal 9

Masa retribusi untuk KTP adalah Jangka wakitu vang lamanya § (lima)
tahu

Pasal 10
Saat Retribusi lerutang adalah pada suat diterbitkunnya SKRD atau
dokumen lain yang sah,
BAB IX
SURAT PENDAFT ARAN

Pasal 12

(1) Wajib retribus; Wajib mengisi SPAORD.

(2) SPdORD ... //
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(D SPAORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar
dan lengRap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau Kuasanya,
el ) nie P
(D Bentk, 1 serta - cara pengisian dan penyampaian  SPAORD

sebagamana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati,
BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 13

. . 1 e e 7 gvs
(1) Berdasarkan SPJORD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (N
ditctapkan  Retribusi Terutang  dengan  mencerbitkan  SKRD  atau

dokumen lain vang sah.

. " i
(2) Bentwk, isi serta wia cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau
dokumen  Jain vang sah sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (1)

dutetapkan olch Bupati.
BAB XI
FATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain

vang sah.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15
Dalam hal Wajib Reteibusi tdak membayar lepat pada waktunya atay Kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua

persen) setiap bulan dari retribys; Yang terutang atau kurang dibayar dan

ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB........ ./
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BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16
(1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka.
(2) Untuk  KTP, retribusi yang terutang dilunasi sekaligus di muka
untuk I(satu) kali masa Retribusi

(3) Tata cara pembayaran,penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi

diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X1V
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17

(1) 'engeluaran surat leguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera

setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam  jangka wakty 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus

melunasi retribusinya yang terutang,

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh

Pejabat yang ditunjuk.
BAB XV
KEBERATAN
Pasal 18

(D) Wapib  Retribusi dapat mengajukan keberatan  kepada Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang sah,
SKRDKBT dan SKRDLI3,

(2) Keberatan diajukan sccara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

(3) Dalam'...../.%....,
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(3) Dalam  hal Wanb  Retribus mengajukan  keberatan  atas ketetapan
retetbusi, wapih retribusi harus dapat: membuktikan ketidak benaran

kclclupun retribusi tersebut

(1) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sepak tanggal SKRD atau dokumen lain yang sah, SKRDKBT dan
SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat
menunjukan bahwa jangka wakty i tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya,

(5) Keberatan yang (idak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dan (3) tiduk dianggap scbagai surat keberatan, sehingga
tidak dipertimbangkan,

(0) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan

pelaksanaan penagihan retribusi
Pasal 19

(1) Bupati.dalam jangka wak(u paling lama 6 (cniun) bulan sejak tanggal
Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang

diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya
atau  sebagian, menolak atau menambah. besarnya retribusi yang

lerutang,

(3) Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat
dan Bupati tidak memberikan suaty keputusan, keberatan yang diajukan

tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIIAN PEMBAYARAN
Pasal 20

(1) Atas  kelebihan pembayaran  retribusi, Wajib  Retribusi dapat

mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati ... /,?/
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<

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka wakiu scbagaimana dimaksud dalam ayal 2 (dua) telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB

harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama | (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Apabila  pengembalian  kelebihan pembayaran retribusi dilakukan
setelah lewal jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan
bunga 2% (dua persen) scbulan atas keterlambatan pembayaran

kelebihan retribus;.
Pasal 21

(I) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan
secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
- Nama dan alamat Wajib Retribusi;

a
b. Masa retribusi;

o

Besarnya kelebihan pembayaran;

c.

- Alasan yang singkal dan jclas,

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan

sceara langsung atau melalyi pos lercatat,

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabal Dacrah atau buk(j pengiriman pos

lercatat merupakan buki saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal ...... /A/ .
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Pasal 22

(1) Pengembalian retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah
Membayar Kelebihan Retribusi,

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang

retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (4),

pembayaran  dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti

pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

- PENGURANGAN,KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

(1) Bupati dapal memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan
Retribusi.

(2) Pemberian pengurangan  dan keringanan  Retribusi sebagaimana

dimaksud dalam ayar ( 1) dengan memperhatikan kemampuan

masyarakal, antara lain dapat diberikan kepada orang cacat, pelajar atau
mahasiswa

(3) Pemberian pembebasan retribusj sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

antara lain, untuk wajib Reribusi yang berusia lanjut atauy yang berusia

60 Tahun ke atas.
(4) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan
oleh Bupati.

BAB XVI11
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

(I)Hak untuk  melakukan penagihan  retribusi, kedaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutan

gnya
retribusi,

kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana
dibidang retribus;.

|
|
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(2) Kedaluwarsa penagthan retnibust sebagaimana dimak sud pada ayat (1)
«crtangguh apabila
& diterbitkan surat teguran ; atau
b ada pengakuan utang retnibust dan Wayib Retribusi baik langsung

maupun tidak langsung

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

(D'Wapb  Retnbusi Yang ndak melaksanakan kewajibannya schingga
merugikan kevangan doerah diancam pidana kurungan paling lama 6
(cnam) bukan atau denda paling banyak 4 (empat) kali Jumlah retribusi

Mang terutang
(2) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.
BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 26

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah
dibert wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

a  Menenma, mencan dan mengumpulkan serta menelit Keterangan
atau laporan berkenaan dengan undak pidana dibidang Retribusi
Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan
Jelas;

b. Meneliti, mencani dan mengumpulkan keterangan mengenal orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan vang dilakukan
schubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

Meminta Keterangan dan bahan bukt dari orang pribadi atau badan
schubungan dengan tindak mdana dibidang Retribusi Dacrah;

d. Memeniksa /‘%
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d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Dacrah;

o

Melakukan  penggeledahan  untuk mendapatkan  bahan  bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

Meminta bantuan tcnaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

—
-

penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah:

Menyuruh berhent, melarang sescorang meninggalkan ruangan atau

q’.)

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang atau dokumen vang dibawa sebagaimana dimaksud
pada huruf'e;

h. Memotret sescorang yang berkaitan dcngan‘tindak pidana Retribusi
Daerah;

L. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagal tersangka atau saksi:

J. Menghentikan penyidikan;

K. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat |

dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik scbagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-

undang Nomor 8 Tahun 198 ] tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun Ini, sepanjang mengenai

peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan
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Pasal 28

Pada saat mular berlaku Qanun i, maka  semua  peraturan yang

bertentangan dengan Qanun ini dimyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Qanun i muka berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun

i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen

Diundangkan di Bircuen
pada tanggal 2 Desember 2002 M
27 Ramadhan 1423 H

TR

SEKREFARI DAERAH KABUPATEN,

“~ PRS- HASAN BASRI DJALIL
. Pembina Utama Muda
777U UNip. 010 071 923

~
N

Disahkan d'g!}jrcucn
padatanggal 38 _November 2002 M

\25 Ramadhan 1423 H

LDRS. MUSTAFA A. GIANGGANG

[EMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2002 NOMOR 57

f
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PENJELASAN
ATAS

QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 52 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL

. PENJELASAN UMUM :

I. Bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2001 tentang Retribusi Dacrah, maka untuk menwujudkan Otonomi Daerah
yang luas, nyata dan bertanggung  jawab kepada Dacrah diberikan
kewenangan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri termasuk dalam hal penggalian sumber Pendapatan Asli
Daerah. ’

2. Bahwa sehubungan hal tersebut, maka untuk kelancaran penyelenggaraan
| Pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasi] guna serta
untuk adanya kepastian hukum sescorang baik WNI maupun WNA dalam
setiap peristiwa hukum tertentu dan terhindar dari akibat hukum yang
timbul  dikemudian hari, dipandang perlu menetapkan  Retribus;j

Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.

3. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam pemungutan Retribusj
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil,
perlu diatur dalam suatu Qanun,

Il. PENJELASAN ... /‘/
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Pasal |

Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas
Pasal §

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8 .
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal i |
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal |3
Cukun jelas.

I8

I PENJELASAN PASAL DEMI PASAL -
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Pasal 14
Cukup jclas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal |8
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 2|
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

-

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29

Mo

n
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